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Lampiran  : 1 (satu) berkas Jurusan Ekonomi Pembangunan
Hal : Data Indeks Pengelolaan Universitas Negeri Padang
Keuangan Daerah (IPKD) di
Tempat

Berkenaan dengan Permohonan Informasi yang disampaikan melalui
website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian
Dalam Negeri dengan Nomor Permohonan: 20240022001 terkait Data Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Daerah Provinsi Tahun
Anggaran 2019-2022, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi Universitas Negeri Padang untuk menggunakan data
hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang
dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut akan dijadikan sebagai
rujukan penelitian skripsi dengan judul terkait “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Korupsi di Indonesia”.

2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengukuran IPKD, kami mengharapkan
kiranya hasil-hasil penelitian yang akan dan sudah pernah dilakukan terkait
dengan penggunaan data IPKD, agar dapat disampaikan kepada kami dalam
waktu yang tidak terlalu lama.

3. Sehubungan dengan permintaan data hasil pengukuran IPKD tersebut,
bersama ini terlampir disampaikan data hasil pengukuran IPKD, untuk
digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya dihaturkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,

Tomy V. Bawulang, Ph.D
Pembina (IV/a)
NIP. 197509162003121010

Tembusan:
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serlifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE), BSSN




INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

HASIL UJI COBA PENGUKURAN

Lampiran
Nomor
Tanggal

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2019

Surat Plh. Sekretaris Badan

900.1.15.3/5855/BSKDN
28 November 2024

Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia Tahun Anggaran 2019

A. Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi Tahun Anggaran 2019

NO. PROVINSI DIMENSI DIM2ENSI DIM:IBENSI DIMENSI DIM5ENSI DIM6ENSI I'INgEKLS KATEGORI NILAI
1. |JAWA TENGAH 8,893 15 11,3793 15 6,7665 15 72,0389 Baik A
2. |RIAU 9,646 18,2143 | 11,1207 10 6,9444 15 70,9251 Baik A
3. |SUMATERA UTARA 10,322 14,6429 6,7241 15 4,3271 15 66,0159 Perlu Perbaikan B
4. |KALIMANTAN TENGAH 2,358 15,714 6,2069 15 4,9282 15 59,2073 Perlu Perbaikan B
5. |DKI JAKARTA 7,256 19,2857 12,391 10 7,3541 - 56,8272 Perlu Perbaikan B
6. |BANTEN 9,050 9,6429 11,1207 10 6,8951 10,005 56,7135 Perlu Perbaikan B
7. |JAWA TIMUR 8,640 15 2,069 15 4,1392 10,005 54,8528 Perlu Perbaikan B
8. |JAWA BARAT - 19,2857 3,3621 10 6,9937 15 54,6415 Perlu Perbaikan B
9. |KALIMANTAN TIMUR 7,314 8,214 4,138 10 5,847 15 50,5134 Perlu Perbaikan B
10. [SUMATERA SELATAN 2,422 8,2143 - 15 54111 - 31,0475 Perlu Perbaikan B
11. |PAPUA - - - 15 6,3282 - 21,3282 Sangat Perlu Perbaikan C
12. |KALIMANTAN SELATAN 2,258 - - - 5,7436 - 8,0016 Sangat Perlu Perbaikan C

RATA-RATA 50,1761
STANDAR DEVIASI 19,8784

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/

B. Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Sedang Tahun Anggaran 2019

NO. PROVINSI DIMlENSI DIM?I_ENSI DIM?I?NSI DIMENSI DIMSENSI DIM6ENSI I'?IODEKLS KATEGORI NILAI
1. |BALI 14,255 20 9,3103 10 8,796 15 77,3615 Baik A
2. |LAMPUNG 11,856 | 16,7857 7,5 15 54111 3,2825 69,4245 Perlu Perbaikan B
3. |SULAWESI SELATAN 8,368 15 7,5 15 4,4058 15 65,2734 Perlu Perbaikan B
4. |SULAWESI TENGAH 14,96 10 9,3103 15 3,563 10 63,0319 Perlu Perbaikan B
5. |ACEH 7,554 15,7143 2,069 15 6,698 10,005 57,0405 Perlu Perbaikan B
6. |SUMATERA BARAT 4,683 18,5714 4,138 15 3,025 10,005 55,4228 Perlu Perbaikan B
7. |INUSA TENGGARA TIMUR 4,208 10 0 15 6,3614 10,005 45,5743 Sangat Perlu Perbaikan C

RATA-RATA 61,8756
STANDAR DEVIASI 10,3314

C. Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Tahun Anggaran 2019

NO. PROVINSI DIMENSI DIM2ENSI DIMENSI DIMENSI DIMSENSI DIMENSI I'IFIgEKE KATEGORI NILAI
1. |BENGKULU 14,028 | 18,5714 | 14,4828 15 2,3122 15 79,3945 Baik A
2. INUSA TENGGARA BARAT 5,043 18,9286 | 7,2414 20 6,2513 15 72,4637 Baik A
3. |D.LYOGYAKARTA 10,515 14,2857 7,5 15 9,1208 10,005 | 66,4262 Perlu Perbaikan B
4. |KEP. RIAU 2,973 18,5714 7,5 15 5,5409 10,005 | 59,5907 Perlu Perbaikan B
5. |SULAWESI UTARA 3,48 17,8571 7,5 10 2,379 10,005 | 51,2210 Perlu Perbaikan B
6. |KEP. BANGKA BELITUNG 2,956 4,6429 | 11,3793 15 3,8412 10,005 | 47,824 Perlu Perbaikan B
7. |KALIMANTAN UTARA 2,811 0,7143 - 15 5,0464 15 38,5718 | Sangat Perlu Perbaikan C

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/
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NO. PROVINSI DIMENSI DIMZENSI DIMENSI DIMENSI DIM5EN8| DIMENSI I',Flg'II?ELS KATEGORI NILA]
8. |JAMBI - - 2,3176 15 6,8175 10,005 | 34,1501 | Sangat Perlu Perbaikan C
RATA-RATA 56,2053
STANDAR DEVIASI 16,0822

. Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Tanpa Predikat Dengan Keterangan Eliminasi Dimensi 5 Tahun

Anggaran 2019

DIMENSI | DIMENSI | DIMENSI | DIMENSI INDEKS
NO. PROVINSI DIMENSI 1 [DIMENSI 2 3 4 5 6 TOTAL PERINGKAT
1. GORONTALO 0 11,4286 4,6552 15 0 15 46,0838 Tidak Ada Predikat

. Daftar Pemerintah Daerah Provinsi yang Tidak Melakukan Input Data dan Dokumen ke Dalam Aplikasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran 2019

NO. PROVINSI

PAPUA BARAT
MALUKU

MALUKU UTARA
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI BARAT
KALIMANTAN BARAT

Keterangan:

o gk W N |

—: Tidak melakukan input data dan dokumen

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

HASIL UJI COBA PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia Tahun Anggaran 2020

A. Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan

Keuangan Daerah Tinggi Tahun Anggaran 2020

NO. PROVINSI DIM:ILENSI DIMZENSI DIMENSI DIMENSI DIM5ENSI DIM6ENSI I_IFISEIA(LS KATEGORI NILA
1. |JAWA TENGAH 12,256 | 18,9286 | 12,1552 20 6,4069 15 84,7471 Baik A
2. |RIAU 11,201 | 18,5714 | 10,3448 20 8,6019 15 83,7187 Baik A
3. |SUMATERA UTARA 11,083 15 6,9828 20 2,3781 15 70,4437 Perlu Perbaikan B
4. |DKI JAKARTA 8,756 19,2857 | 12,4138 20 6,8169 - 67,2722 Perlu Perbaikan B
5. |KALIMANTAN TENGAH 2,296 16,0174 5,431 20 3,8693 15 62,6678 Perlu Perbaikan B
6. |JAWA TIMUR 11,124 15 2,069 15 4,0123 15 62,2054 Perlu Perbaikan B
7. |BANTEN - 9,6429 | 12,4138 15 3,8853 15 55,9419 Perlu Perbaikan B
8. |KALIMANTAN TIMUR 8,832 8,2143 5,431 15 5,323 10,005 52,8050 Perlu Perbaikan B
9. |JAWA BARAT - 14,6429 | 3,3621 15 3,6132 15 51,6182 Perlu Perbaikan B
10. [PAPUA - 13,2143 - 15 5,6142 - 33,8285 Sangat Perlu Perbaikan C
11. |SUMATERA SELATAN 2,519 9,2857 - 15 3,1826 - 29,9876 Sangat Perlu Perbaikan C

RATA-RATA 59,5669
STANDAR DEVIASI 17,5244

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

B. Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Sedang Tahun Anggaran 2020

NO. PROVINSI DIMENSI DIM2ENSI DIMENSI DIMENSI DIMSENSI DIM(ISENSI I'?IODEKLS KATEGORI NILAI
1. |SULAWESI TENGAH 12,119 20 4,1379 15 7,298 15 73,5549 Perlu Perbaikan B
2. |LAMPUNG 10,864 | 14,6429 | 7,7586 15 5,2558 15 68,5216 Perlu Perbaikan B
3. |SUMATERA BARAT 4,882 13,2143 | 4,3966 20 4,6542 15 62,1472 Perlu Perbaikan B
4. |ACEH 6,401 10,7143 | 2,5862 15 8,63 15 58,3316 Perlu Perbaikan B
5. |SULAWESI SELATAN 5,52 15 7,5 15 5,1985 10 58,2231 Perlu Perbaikan B
6. |NUSA TENGGARA TIMUR 6,688 5 0 20 3,3821 10,005 45,0747 Perlu Perbaikan B
7. |KALIMANTAN SELATAN 1,556 - - - 10,0907 - 11,6463 Sangat Perlu Perbaikan C

RATA-RATA 53,9285
STANDAR DEVIASI 20,6950

C. Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Tahun Anggaran 2020

NO. PROVINSI DIMENSI 1 DIMZENSI DIMENSI DIMENSI DlMENSI DIMENSI I_II\_ICE))_IFE'L(LS KATEGORI NILAI
1. [BENGKULU 14,099 17,1429 14,2241 20 2,8706 15 83,3361 Baik A
2. |[NUSA TENGGARA BARAT 9,667 19,6429 6,4655 20 5,3223 15 76,0979 Baik A
3. |BALI 11,357 10 5,1724 20 6,925 15 68,4540 Perlu Perbaikan B
4. |D.LYOGYAKARTA 10,536 14,2857 5,1724 15 7,843 15 67,8373 Perlu Perbaikan B
5. |KEP. RIAU 2,818 18,5714 6,7241 15 3,2395 15 61,3535 Perlu Perbaikan B
6. |KEP. BANGKA BELITUNG 6,944 9,6429 11,3793 15 3,1546 15 61,1212 Perlu Perbaikan B
7. |SULAWESI UTARA 1,965 18,2143 7,2414 15 1,1205 15 58,5408 Perlu Perbaikan B

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/
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NO. PROVINSI DIMENSI 1 DIMZENSI DIMENSI DIMENSI DIMENSI DIMENSI I.'I\_IOD.II_EKLS KATEGORI NILAI
8. |GORONTALO 0 11,4286 4,3966 20 1,5935 15 52,4186 Perlu Perbaikan B
9. [JAMBI - - 2,3276 20 6,6121 15 43,9397 Sangat Perlu Perbaikan
10. |[KALIMANTAN UTARA 2,831 2,5 - 15 5,0652 15 40,3964 Sangat Perlu Perbaikan C

RATA-RATA 61,3496
STANDAR DEVIASI 13,4302

D. Daftar Pemerintah Daerah Provinsi yang Tidak Melakukan Input Data dan Dokumen ke Dalam Aplikasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran 2020

NO. PROVINSI

PAPUA BARAT
MALUKU

MALUKU UTARA
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI BARAT
KALIMANTAN BARAT

Keterangan:

oo~ |w]|N |k

—: Tidak melakukan input data dan dokumen

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/
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HASIL PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

|. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia Tahun Anggaran 2021

A. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi Tahun Anggaran 2021

NO. PROVINSI DIMENSI 1 |DIMENSI 2| DIMENSI 3 DIMENSI| DIMENSI| DIMENSI ) INDEKS KATEGORI NILAI
4 5 6 TOTAL
1. |BANTEN 10,6111 19,6429 13,9655 15 5,3035 15 79,5230 Baik A
2. |JAWA TENGAH 8,3529 20 11,6379 15 9,3347 15 79,3256 Baik A
3. |RIAU 6,2652 20 15 15 4,3935 15 75,6587 Perlu Perbaikan B
4. |DKIJAKARTA 11,5044 14,6429 12,6724 10 8,3978 15 72,2175 Perlu Perbaikan B
5. |JAWA TIMUR 5,0792 15 6,7241 15 8,1416 15 64,9449 Perlu Perbaikan B
6. |JAWA BARAT 9,3046 19,6429 6,2069 10 4,1627 15 64,3171 Perlu Perbaikan B
7. |SUMATERA UTARA 6,7713 18,5714 4,1379 15 2,6807 15 62,1614 Perlu Perbaikan B
8. |[SUMATERA SELATAN 7,8190 13,5714 12,1552 20 1,4792 5,0100 60,0348 Sangat Perlu Perbaikan C
9. |KALIMANTAN TIMUR 0 15 11,6379 15 6,4886 | 10,0050 58,1315 Sangat Perlu Perbaikan C
RATA-RATA 68,4794
STANDAR DEVIASI 8,3159

B. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Sedang Tahun Anggaran 2021

NO. PROVINSI DIM:ILENSI DIMZENSI DIMENSI DIMENSI DIMENSI DIMENSI I_IFISEL(LS KATEGORI NILAI
1. |KALIMANTAN BARAT 14,1000 | 19,2857 | 10,3448 15 6,4617 15 80,1922 Baik A
2. |SULAWESI SELATAN 9,9678 | 19,2857 | 14,2241 20 5,1606 | 10,0050 | 78,6432 Baik A
3. |BALI 13,9108 20 14,4828 5 5,6216 15 74,0152 Perlu Perbaikan B

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/
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NO. PROVINS| DIMlENSI DIM?I_ENSI D|M35NS| DIMENSI DIMSENSI DIMGENSI I"FIC?EL(I_S KATEGORI NILAI
4. |KALIMANTAN SELATAN | 1,5556 | 19,6429 | 3,1034 20 9,3293 15 68,6311 Perlu Perbaikan B
5. |LAMPUNG 7,7946 15 12,9310 15 2,1073 15 67,8329 Perlu Perbaikan B
6. |PAPUA 2,6368 | 19,2857 | 8,5345 10 10,2374 15 65,6943 Perlu Perbaikan B
7. |SUMATERA BARAT 5,0002 | 19,2857 | 9,3103 10 2,6019 15 61,1982 | Sangat Perlu Perbaikan C

RATA-RATA 70,8868
STANDAR DEVIASI 6,9736

C. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Tahun Anggaran 2021

NO. PROVINSI DIMENSI DIM2ENSI DIMENSI DIMENSI DIMENSI DIM6EN8| I?gfgﬁ KATEGORI NILA]
1. (DI YOGYAKARTA 9,0938 20 14,2241 15 17,4472 15 80,7651 Baik A
2. |GORONTALO 9,1394 | 18,5714 | 14,2241 15 4,8876 15 76,8226 Perlu Perbaikan B
3. |BENGKULU 14,2830 | 18,2143 | 13,9655 10 5,1587 15 76,6216 Perlu Perbaikan B
4. |KALIMANTAN UTARA 7,0830 | 19,2857 | 7,5000 20 7,1561 15 76,0248 Perlu Perbaikan B
5. [NUSA TENGGARA TIMUR 11,2607 | 13,5714 | 13,4483 15 2,0577 15 70,3381 Perlu Perbaikan B
6. |KEPULAUAN RIAU 9,4345 | 14,2857 | 7,5000 15 5,2506 15 66,4708 Perlu Perbaikan B
7. |JAMBI 3,5803 | 19,2857 | 5,4310 15 7,1519 15 65,4490 Perlu Perbaikan B
8. EEEIL'IJ'Il_ﬁ\I%AN BANGKA 8,3562 | 18,5714 | 6,2069 10 5,4702 15 63,6047 Perlu Perbaikan B
9. |[SULAWESI UTARA 3,0794 | 14,6429 | 8,5345 15 3,8497 15 60,1064 Perlu Perbaikan B
10. |NUSA TENGGARA BARAT 7,0384 | 14,6429 | 7,5000 10 4,1149 15 58,2962 Perlu Perbaikan B
11. |MALUKU 7,9713 | 18,2143 | 4,9138 10 2,0334 15 58,1328 Perlu Perbaikan B
12. |SULAWESI TENGGARA 6,1390 | 17,5000 | 1,8103 10 3,3573 15 53,8067 Perlu Perbaikan B
13. |ACEH 3,7268 4,2857 4,1369 10 9,3891 15 46,5396 Perlu Perbaikan B

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/
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NO. PROVINSI DIMENSI DIM?I_ENSI DIMENSI DIMENSI DIM5ENSI DIMGENSI I_II\_IOD_II_EKLS KATEGORI NILA]
14. |KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 7,9930 | 10,0050 | 17,9980 Sangat Perlu Perbaikan C
RATA-RATA 62,2126
STANDAR DEVIASI 16,0774

D. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia Tanpa Predikat Dengan Keterangan Eliminasi Dimensi 5 Tahun

Anggaran 2021

DIMENSI | DIMENSI | DIMENSI | DIMENSI INDEKS
NO. PROVINSI DIMENSI 1 [DIMENSI 2 3 4 5 6 TOTAL KATEGORI
1. [SULAWESI TENGAH 0,0804 0 0,5172 15 0 15 20,5976 Tidak Ada Predikat

E. Daftar Pemerintah Daerah Provinsi yang Tidak Melakukan Input Data dan Dokumen ke Dalam Aplikasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran 2021

NO. PROVINSI DIMENSI 1 [DIMENSI 2 DIMENSI DIMENSI DIM5ENSI DIMGENSI I'IFIE))E,Z_S KATEGORI
1. |SULAWESI BARAT - - - - - - - Tidak Ada Predikat
MALUKU UTARA - - - - - - - Tidak Ada Predikat
3. |PAPUA BARAT - - - - - - - Tidak Ada Predikat

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Se-Indonesia Tahun Anggaran 2022
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HASIL PENGUKURAN

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2022

A. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi” Tahun Anggaran 2022
sebagai berikut:

No. Provinsi Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi Indeks Total Peringkat Nilai
1 2 3 4 5 6
1. [JAWA BARAT 12,479 20 14,483 15 3,917 15 80,879 Baik A
2. |BANTEN 9,806 20 13,707 15 3,499 15 77,012 Perlu Perbaikan B
3. |KALIMANTAN TIMUR 13,037 19,286 12,155 10 6,121 15 75,599 Perlu Perbaikan B
4. |DKIJAKARTA 9,274 15 12,414 15 7,538 15 74,226 Perlu Perbaikan B
5. |RIAU 6,303 20 10,603 15 5,375 15 72,282 Perlu Perbaikan B
6. |[KALIMANTAN SELATAN 3 20 10,345 15 4,793 15 68,138 Perlu Perbaikan B
7. |KALIMANTAN TENGAH 2,425 18,929 1,81 15 3,329 15 56,492 Sangat Perlu Perbaikan C
8. |PAPUA 5,119 8,214 6,983 15 6,316 10,005 51,637 Sangat Perlu Perbaikan C
RATA-RATA 69,533
STANDAR DEVIASI 10,305

B. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah “Sedang” Tahun Anggaran 2022
sebagai berikut:

No. Provinsi Dimensi | Dimensi Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi Indeks Total Peringkat Nilai
1 2 3 4 5 6
KALIMANTAN BARAT 14,081 20 15 15 7,519 15 86,599 Baik A
2. [JAWA TIMUR 13,023 19,643 13,966 15 9,563 15 86,195 Baik A

Sumber Data: http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/ | Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/
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No. Provinsi Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi Indeks Total Peringkat Nilai
1 2 3 4 5 6
3. |BALI 13,529 20 15 15 4,451 15 82,981 Perlu Perbaikan B
4. |JAWA TENGAH 10,701 20 7,241 15 9,31 15 77,252 Perlu Perbaikan B
5. |MALUKU 7,188 19,286 13,19 20 0,673 15 75,336 Perlu Perbaikan B
6. |SUMATERA SELATAN 3,746 13,929 12,155 20 7,507 15 72,336 Perlu Perbaikan B
7. |SUMATERA UTARA 7,59 20 14,741 10 3,817 15 71,149 Perlu Perbaikan B
8. |ACEH 11,57 13,929 4,914 15 7,599 15 68,011 Sangat Perlu Perbaikan C
9. |KALIMANTAN UTARA 8,361 19,643 7,759 10 7,245 15 68,007 Sangat Perlu Perbaikan C
RATA-RATA 76,43
STANDAR DEVIASI 7,332

C. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah” Tahun Anggaran
2022 sebagai berikut:

No. Provinsi Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi Indeks Total Peringkat Nilai
1 2 3 4 5 6
1. |D..YOGYAKARTA 13,076 19,286 13,966 15 11 15 87,327 Baik A
2. |LAMPUNG 12,114 20 14,483 15 7,091 15 83,688 Baik A
3. |KEPULAUAN RIAU 9,488 20 13,707 15 5,84 15 79,035 Perlu Perbaikan B
4. [JAMBI 9,316 18,571 13,448 15 6,824 15 78,16 Perlu Perbaikan B
5. |[SULAWESI BARAT 9,028 19,643 11,121 20 1,839 15 76,631 Perlu Perbaikan B
6. |SUMATERA BARAT 9,408 19,643 12,155 15 4,919 15 76,125 Perlu Perbaikan B
7. |SULAWESI SELATAN 11,559 20 15 15 4,343 10,005 75,906 Perlu Perbaikan B
8. |BENGKULU 13,17 18,929 7,759 15 5,776 15 75,633 Perlu Perbaikan B
9. |GORONTALO 10,84 18,929 7,759 15 3,676 15 71,203 Perlu Perbaikan B
10. |[KEP. BANGKA BELITUNG 7,698 19,643 11,121 10 6,924 15 70,386 Perlu Perbaikan B
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No. Provinsi Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi Indeks Total Peringkat Nilai
1 2 3 4 5 6
11.|SULAWESI UTARA 11,396 18,929 5,69 15 3,886 15 69,9 Perlu Perbaikan B
12. _SULAWESI TENGAH 9,641 15 8,793 15 5,637 15 69,071 Perlu Perbaikan B
13. |SULAWESI TENGGARA 6,455 18,929 8,017 15 5,495 15 68,895 Perlu Perbaikan B
14.|NUSA TENGGARA BARAT | 4,532 19,286 9,569 15 3,241 15 66,628 Sangat Perlu Perbaikan C
15.|NUSA TENGGARA TIMUR | 9,036 17,857 7,241 15 1,269 15 65,403 Sangat Perlu Perbaikan C
RATA-RATA 74,266
STANDAR DEVIASI 6,251

D. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia tanpa predikat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No. Provinsi Dimensi | Dimensi Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi Indeks Total Peringkat
1 2 3 4 5 6
1. IMALUKU UTARA 0 0 0 0 0 5,01 5,01 Tidak Ada Predikat

E. Daftar Pemerintah Daerah Provinsi yang Tidak Melakukan Input Data dan Dokumen ke dalam Aplikasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

. Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi .
No. Provinsi imens imens imens imens imens imens Indeks Total Peringkat
1 2 3 4 5 6
1. |PAPUA BARAT - - - - - - - Tidak Ada Predikat
Keterangan:

Dimensi 1 : Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Dimensi 2 : Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Dimensi 3 : Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi 4 : Dimensi Penyerapan Anggaran

Dimensi 5 : Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

Dimensi 6 : Dimensi Opini BPK atas LKPD
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